
,.. . . . • 

U dang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
n tapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

Pen~ tentanS Pembentukan Daerah Tingkat II Di 19f. antan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ka 1:0 !953 Nomor 9, Tambahan Lembw:an Negara 
Tah liJc Indonesia Nomor 352) Sebaga, Undang 
Repub (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
~;t:'Jomor 72, 7·am~an Lembaran Negara Republik 
1ndone11ia Nomor 1820), 

Mcngingal 

d. 

bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturon 
menteri Oalam Negcri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Oaerah, Rencana Kerja Pembangunan 
oaerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d'mal<sud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu I 

netapkan Pcraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
~c:nerintah Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2018; 

c. 

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana 
Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD); 

b. babwa Rencana Kerja Pemerintah. Daerah \RKPD) 
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD); 

Menimbang 

RENCAifA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATElf SllfTAlfG 
TAJIUK 2018 

DEKGAB RAIDIAT 1'UHAlf YANG IIAHA BSA 

BUPATt SJNTAlfG, 

P£RAT1JRAJt BUPATI 8IKTA1'1G 
l'fOMOR t/3 TAHUK 2017 

TENTAHG 

PROVIN~':1:.,A_.~I SINTANG 
n,u,IMANTAN BARAT 



ll. Perotur.m ... 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tencang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengcndalian dan 
E atuasi Pelalu;anaan Rencana Pembangunan Daerah 
(~ml)araJl Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tarobahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

an 
Presiden Nomor 2 Tahun '2015 tentang 

Peratur M h N · al Pembangunan Jangka enenga asion 
Rencana 2015 2019 (Lcmbaran N~ara Republik 
Tahun • . 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3), 

9. 

8. 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemcrintah (Lemb=l.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 440b); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. 

4. 

3. 

t 
Undang-Undan 
Pcrbcndaharaa1; N~omor l Tahun 2004 tentang 
Indonesia Tah gara !l..ernbaran Neg.;.ra Republlk 
Negara Repub1t1 2r4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 

n ones,a Nornor 4355); 
Undang-Undan N Perencanaan pg ornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Republik lndo embangunan Nasional (Lembaran Negara 
Lembaran Ne nesia Tahu~ 2004 Nomor 104, lambahan 

gara Repubhk Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Und Rencana Pe an~Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Tahun 

200~ 2 
gunan Jangka Panjang Nasional 

lndon · · 025 [Lembaran Neglll'a Republik 
Ne.. esia Tah':11' 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

gara Rcput.lik Indonesia Nornor 4700); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lemba~an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah 
beberaJ)a kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

2. 

I • 



3. Pemcrintah ... 

. . . an dirnaksud dengan : 
Daiain Peraturen Bupati 1111 Yteng Sintan8· 
1. Daerah adalah KabUJ?II • 
2. Bupati adalah Bupau smtang, 

BAB! 
J{ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANO RENCANA KERJA 
PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 

2018, 

MEMUTUSKAN: 

15. 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 
(Lcmbaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn 
Sintang Nomor 4); 

Peraturan Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
Oaerah Kabupatcn Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Oaerah Kabupatcn Sintang Tahun 2016 
Nomor 7); 

14. 

13. 

Menetapkan 

l 1. Peratur .. 
tc an mentcri DaJam . 
,-;tang Pelaksanaan P Negen Nomor 54 Tahun 2010 
Pe un 2008 tentang ,-:,aturan Pcmcrintah Nomor 8 
n.. ngcnda!ian, Dan Ev a~, Tatacara Penyusunan, 
.--,;rnbangunan D aluas1 Pclaksanaan Rencana 
Indonesia 'l'ahun 2;~0rah (Serita Negara Rcpublik 

Nomor 517); 
12. Peraturan Mente . D 

tentang Ped n alam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
Evaluasi Re;:ian KPcnyusunan, Pengcndalian dan 
2017 (Serita a CIJ& Pemerintah Daerah Tahun 
Nomor 518); Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 

Pcraturan Da ah Kab . 201 o t tan er upaten Sin tang Nomor 5 Tahun 
en g Rcncan.a Pembangunan Jangka Panjang 

:;abupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lcmbaran 
T acrah Kabupatcn Sintang 'l'ahun 2010 Nomor 5, 

ambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
5); 

) 

I 



b. terauaunnya ... 

PasaJ 3 
RKPD Kabupatcn Sintang Tahun 2018 adalah : 

(1) Maksud ditetapkanJlYa . SKPD di LingkUngan Pernerintah Kabupatcn 
a. 1ebagai pedoina.n bag) RKA SK.PD Tahun Anggaran 2018; 

Sintang dalam rnenyu~~merintah Kabupaten Sintang dalrun mcnyuaun 
b. sebagai ped~~ fJ'un Anggaran 2018. 

Rancangan rv.~ 

O 
J(abupaten Sin tang Tahun 2018 adaJah : 

12) 1\tjuan ditetapkannya RKPbu ten Sintang eeauai dengan kcbutuhan dan 
a. teniusunnya RKPD Ka pa 

aapirasi rnasyaraJ<at; 

BAB II 
MAKSUO, TUJUAN, DAN RUANO LINOKUP 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2018 merupakan dokumcn perencanaan 
mban an di Kabupaten Sintang untuk penodc l (satu) ~un Anggara~ :tu T~ Angptan 2018, yang dirnulai dari tanggal l Januan 2018 sampa• 

dengan tanggal 31 Descmber 2018. 

11. 

10. 

9, 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

Pemerintah Daerah adal 
Pemerintahan Daerah ah Bupati seb · . . Yang memim · agar unsur pcnyclcnggara 
yang menjadi kewcnangan dacrah pm pclaksanaan urusan pcmcrintahan 
oewan Perwakilan Raky O otonom. 
adal~ Lembaga Pcrwaki1:i R~~ rJang sclanjutnya dising)c.at DPRD 
Pcmenntahan Daerah. aerah scbagai unaur Penyclcnggara 
Anggaran Pendapatan dan 8 1 . 
APBD adalah rcncana keu e anja Daerah yang selanjutnya dising)c.at 
dibahas dan disetujui bcr:n tahunan_ pcmcrintahan dacrah yang 
ditctapkan dengan perat .. -- d oleh pcmcnntah dacrah dan DPRD, dan 

• ir- -=• acrah. 
Rencana Kerja Pemerintah Da ah dolcwnen Perencanaan p b er yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
Pcriode 1 (satu) Tahun. em angunan Dacrah Kabupatcn Sintang untuk 

Satuan Kerja Perangkat D rah · perangkat daerah d ae yan~ sclanJutnya dising)c.at SKPD adalah 
An pa a . Pcmcnntah Daerah sclaku Pcngguna 

ggaran/Pe!1gguna Barang di lingkungan Pcmerintah Kabupatcn Sintang. 
Rcn~a Ket)a Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang eelanjutnya discbut 
RenJa-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk Periode l (satu) Tahun. 
Rencana Kerja dan Anggaran yang aclanjutnya disingkat RKA adalah 
do~en perencanaan dan pcnganggaran yang berisi program dan 
kegiatan serta anggaran yang dipcrlukan untuk melaksanakannya. 
Kcbijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat KUA adaJah pctunjuk 
umum tentang arah kebijakan pcndapatan, bclanja dan pembiayaan 
daerah daJam penyusunan pcdoman Rcncana Kerja dan Anggaran SKPD 
yang disepakati bcrsama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai 
pedoman daJam penyusunan Rancangan APBD. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjutnya d\aingkat !'PAS 
adaJah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimaJ 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program scbagai 
acuan daJam penyusunan RKA-SKPD scbclum disepakati dcngan DPRD. 

3. 

t • 



BAB IV ... 

• nA -ntwn d•J.am Lam ....... n 2()18 s,ebep•ro• ~- -~ . .-- 
IUCPD Kabupe.tcn Sintan8 TahUO ·-·""'"" dari ~tutan Bupe.o UU. nng merupakan t,egjan odak tcrpi-..-· 

Pasal 8 

Pasal 7 

• r • f'm)C:rintah Kabupattn Sintang Tahun 2018 
D~ bal subs~Sl Rencana ~ s,ebab-scbab yang rasiooal dan obl~: 
UU tidak dapet rlilaksanaJtan but -.jib diptogn,mlc:an kcmbali dan mc:njadi 
Illa.lea substansi RKPD tcne RKPO iahun anggann berilrutnya. 
Prioritas uwna peda penyusunan 

RKPO Kabupaten Sintang Tllhun 2018 disusun unruk: 
L t:.lbao Pmyusunan Rancangan KUA dan PPAS di lingkungan Pc.mu in.tab 

K.abupetcn Sintang; 
b. Rancanga.n KUA dan PPAS s,etiap Saruan Kcrja Perangb.t Deerah y-ang !dab 

disusun scbegairnana dimalcsud pada burof a disampeilam lr:tpad.a DPRD 
untuk dibabas scbaga.i pcmbicaraan pcndahuluan Pen~'US'man APBD Tahun 
Aoggaran 2018; 

c. Kepala Sadan ~ ~bang\lnaII Dacrah Kabup,uen Siotang 
mencla.ah kesesuai.an antata RKA SKPO Tahun Anggaran 2018 basil 
pcmbahasan bersama DPRD dcngan RKPD Kabupaten Siotang Tahun 2018. 

Pasal 6 

Scluruh SKPO di LinglcUngaII ~tab K.abupatcn Sintang bok.ewajiban 
inelaksanakan RKPO ini secara 1ton51.Stcn, sungguh-sungguh, dan bcnanggwlg 

iawab. 
' . 

PasaJ 5 

Pasai 4 

Rua!l8. ~P RKPO sehagairnana dima1<-a 
a. ~-alua.Sl ~ RKPo Kabupe. ~ d.alam Pasal 2, mcmu.at tenr.ang: 
b. rancangan kcranglca ckonomi ~ _Sintang Tahun 2017; 

Pendanaan: Kabupa.ten Sintang bcscrta kcrangka 
c. prioritas dan sasaran 2018; dan pcmbangunan Dac:ra.b Kabupa1cn Sint.ang Tahun 

d. rencana program dan prioritas dacrah K.abupeten Sint.ang Tahun 2018. 



.. • 

YOSEPH.\ HASNAH 
JNTANG TAHUN 2017 NOMOR 4.3 

BERITA DAERAH KABUPATEN S 

~I , 

Diundangkan di Sin!ang 
pada tanggal SJ MC, 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEl'f Sil'fTANO, 

~JAROT Wil'fARl'fO 
• 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggaJ ~ I /11c, 2017 

Agar senap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~ Peraruran 
Bupau irn dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Smtang. 

Pasal 9 

}'eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

-- 

 


